
GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMO AIIUN 2O2O

TENTANG
PEMBEITTT'KAN UNIT PELIIKSAITA TEKNIS

PADA DINAS PANGAIT, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKI'LTURA
PROVINSI RIAU

DEIIGAIT RAIITfi.,AT TUIIAIT YAIIG MATIA ESA

Menimbang : a.

GUBERIYUR RIAU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1)

dan (2) Perahtran Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang
Pembenhrkan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Riau sebagaimana telah diubah dengan Peratrrran Daerah
Nomor 7 Tahun 2OI9 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 4 Tahun 2OL6 Tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, pada Dinas
Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis;

bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor
O60/3552|OTDA tanggal 8 Juli 2O2O hal rekomendasi
Penataan Perangkat Daerah dan Pembentukan Unit
Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Riau disetrrjui pembentukan Unit Pelaksana
Teknis Daerah pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Riau;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur Tentang Pembentukan Unit
Pelaksana Teknis pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan
dan Hortik':Ihrra Provinsi Riau;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republiklndonesia Tahun 1945;

Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentangPenetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I
Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor ll2, Tambahan LembaranNegara
Republik IndonesiaNomor 16a6l:'

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tanrbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kafi terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 20LS tentang Perubahan kedua
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Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintatran Daeratr (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OI5 Nomor 58, Tambahan Irmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2OL6 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor It4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor5887);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun2Ol5
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 20361
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 12O Tahun 2OL8 tentang Pembahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun
2OLS tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL9 Nomor
eTol;

6. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2Ol7
Tentang Pedoman Pembentrrkan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2OI7 Nomor a51);

7. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun
2OL6 Nomor 41, sebagaimana telah diubah dengan
Perahrran Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2OL9
tentang Penrbahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4
Tahun 2OL6 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah
Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 7);

8. Peraturan gubernur Riau Nomor 64 Tahun 2OI9 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan
Hortikulhrra Provinsi Riau (Berita daerah Provinsi Riau
Tahun 2019 Nomor 63).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GITBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN
UNIT PELIIKSANA TEKNIS PADA DIITAS PAITGAN,
TANAMAN PANGAJT DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU

BAB I
KETEITTUAIT TIMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau.

2- Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.

3. Gubernur adalah Gubernur Riau.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi
Riau.
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Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur
dan Dewan Perwakilan Ratcyat Daeratr Provinsi dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah provinsi.

Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
adalah Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Riau.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pangan, Tanaman
Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau.

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT
adalah Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pangan,
Tanaman Pangal dan Hortikultura Provinsi Riau.

Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut
Kepala UPI adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis pada
Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Riau.

BAB II
PEMBEITTUI(AJT

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPT terdiri atas:

a. UPT Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan, Kelas A;

b. UPI Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian Kelas A;

c. UPT Perbenihan dan Sertifrkasi Benih Tanaman Pangan
dan Hortikultura, Kelas A; dan

d. UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultrrra,
Kelas A.

BAB III
KEDUDUKAN DAIY SUSUIIAIT ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk
untuk melaksanakan kegiatan Teknis Operasional
dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Kegiatan Teknis Operasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) yaitu melaksanakan kegiatan teknis yang
secara langsung berhubungan langsung dengan
pelayanan. masyarakat.

Kegiatan Teknis Penunjang sebagaimana dimaksud
pada ayat (21 yaihr melaksanakan kegiatan yang
mendukung pelaksanaan tugas Dinas Pangan,
Tanaman Pangan dan Hortikulflrra.

6.

7.

8.

9.

(l)

(21

(3)

(41
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Bagi,an Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi UPT Pengawasan Mutu dan
Keamanan Pangan, terdiri atas :

a. Kepala UPT;

b. Subbagian Tata Usaha;

c. Seksi Pengawasan dan Pelayanan Teknis;

d. Seksi Sertifikasi dan Mutu Pangan; dan

e. Kelompok Jabatan Fungsional

(21 Susunan Organisasi UPT Pelatihan dan Penyuluhan
Pertanian, terdiri atas :

a. Kepala UPT;

b. Subbagian Tat"a Usaha;

c. Seksi Pelatihan;

d. Seksi Penyuluhan; dan

e. Kelompok Jabatan Fungsional

(3) Susunan Organisasi UPT Perbenihan dan Sertifikasi
Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri atas :

a. Kepda UPT;

b. Subbagian Tata Usaha;

c. Seksi Produksi Benih;

d. Seksi Pengawasan dan Sertifrkasi Benih; dan

e. KelompokJabatanFungsional.

(4) Susunan Organisasi UPT Perlindungan Tanaman
Pangan dan Hortikultura, terdiri atas :

a. Kepala UPt;
b. Subbagian Tata Usaha;

c. Seksi Perlindungan Tanaman;

d. Seksi Pengujian Pr.rpuk, Pestisida dan Identifikasi
Organisme Pengganggu Tumbuhan; dan

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

(1) UPT dipimpin oleh seorErng Kepala UPT, Subbagian
dipimpin oleh Kepala Subbagian dan Seksi dipimpin
oleh Kepala Seksi.

(21 Bagan Struktur Organisasi UPT sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I, Lampiran
il, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
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(1)

(2)

Pasal 6

Kepala UPT mempakan Pejabat Administrator (Esselon
rrr.b).

Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada UPT
merupakan Pejabat Pengawas (Esselon W.a).

BAB TV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
UPf Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan

Pasal 7

UPT Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan
mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan
teknis operasional danlatau kegiatan teknis penunjang
Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
dibidang Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan.

Untuk melaksanakan hrgas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), UPT Pengawasan Mutu dan Keamanan
Pangan menyelenggarakan fungsi :

a. penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan
tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi
Pengawasan dan Pelayanan Telcris, dan Seksi
Sertifrkasi dan Mutu Pangan;

b. penyelenggaraan Koordinasi dan Fasilitasi dalam
rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada
Subbagran Tata Usaha, Seksi Pengawasan dan
Pelayanan Teknis, dan Seksi Sertifrkasi dan Mutu
Pangan;

c. penyelenggaraan keamanan pangan dan jaminan
mutu Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)
tingkat provinsi dalam rangka pelaksanaan hrgas
sebagai instansi yang berwenang (otoritas yang
berkompeten);

d. penyelenggaraan pengambilan dan pengujian sampel
untuk Pangan Segar Asal T\rmbuhan (PSAT), uji
laboratorium mutu pang€ur, keluhan konsumen dan
pengawasan peredaran pangan segar;

e. penyelenggaraan penerbitan Sertifikat Sehat (Health
Certificatel, pen5rusunan standar mutu pangan,
pengelolaan laboratorium mutu pangan;

f. penyelenggaraarr sertifrkasi, pengujian dan
pengembangan uji mutu pangan, pengawasan
registrasi pangan segar;

g. Penyelenggaraan pendaftaran rumah kemas @acking
house) untuk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT),
inspeksi dan sunrei verifikasi (sunreillanel sampel
mutu pangan serta penerapan dan peningkatan
sistem manajemen mutu;

(1)

(21
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h. penyelenggara€rn pem€rntauan, evaluasi dan
pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas
pada Subbagian Tata Usatra, Seksi pengawasan dan
Pelayanan Teknis, dan Seksi Sertifikasi dan Mutu
Pangan; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala
Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1) Kepala UPT Pengawas€rn Mutu dan Keamanan pangan
mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan
evaluasi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi pengawasan
dan Pelayarlarl Teknis, dan Seksi Sertifikasi dan Mutrr
Pangan.

(21 Untuk melaksanakan trrgas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Kepala UPT Pengawasan Mutu dan
Keamanan Pangan menyelen fungsi:

a. pen5rusunan program kerja dan rencana operasional
pada UPT Pengawasan Mutu dan Keam€ulan pangan;

b. penyelenggaraan pelaksaan koordinasi, fasilitasi dan
memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan
UPT Pengawasan Mutu dan Keamanan pangan;

c. penyelenggaraa.n pemantauan, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan hrgas sesuai dengan ttrgas
yang telah dilaksanakan dan dilaporkan kepada
Kepala Dinas; dan

d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan
Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

a. merencanakan program /kegpatan dan penganggaran
pada Subbagian Tata Usaha;

b. memb"g tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian
Tata Usaha'

c. melaksanakan koordinasi pen5rusunan
Operasional Prosedur;

Standar

d. mengagendakan danmendistribusikan surat-men5rurat;
e. melaksanakan fasilitasi adminstrasi kepegawaian,

adminstrasi keuangan, penatausahan dan pelayanan
masyarakat;

f. melaksanakan koordinasi pen5rusunan Analisa Jabatan,
Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan
pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;

g. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
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h. melaksanakan pen5rusunan kebutuhan, pemeliha.raan
sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan,
keamanan dan ketertiban kantor;

i. melaksanakan administrasi bagi penerima manfaat;
j. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan

pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Tata
Usaha ; dan

k- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Kepala Seksi Pengawasan dan Pelayanan Teknis mempunyai
tugas :

a. merencanakan prograrn/kegiatan dan pengzrnggaran
pada Seksi Pengawasan dan Pelayanan Teknis;

b. membagai tugas, memberi petunjuk dan memeriksa
hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pengawasan dan Pelayanan Teknis;

c. melaksanakan koordinasi pengawasan dan pelayanan
teknis;

d. melaksanakan adminstrasi pelayanan uji mutu pangan;

e. melaksanakan pengambilan dan pengujian sampel
untuk Pangan Segar Asal T\rmbuhan (PSAT);

f. melaksanakan tindak lanjut keluhan konsumen terkait
mutu pangan;

mel,aksanakan pengawasan pangan segar sebelum
diedarkan;

melaksanakan penerbitan sertifrkat sehat (laalth
ertificatel;

melaksanakan penyusunan standar mutu pangan;

melaksanakan pelayanan uji laboratorium mutu
pangan;

k. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan
pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi
Pengawasan dan Pelayanan Teknis; dan

1. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 11

Kepala Seksi Sertifikasi dan Mutu Pangan mempunyai tugas:

a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran
pada Seksi Sertifikasi dan Mutu Pangan;

b. membagai tugas, memberi petunjuk dan memeriksa
hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Sertifrkasi Mutu Pangan;

h.

I

J
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c. melakukan koordinasi sertihkasi, pengujian mutu
(register), dan pengembangan uji mutu pangan dengan
instansi dan stakeholder terkait;

d. melaksanakan pendaftaran rumah kemas (pakirrg
lwusel untuk Pangan Segar Asal Tumbuhan (pSAT);

e. melaksanakan inspeksi dan sttrueillance sertifikasi
pangan;

f. melaksanakan penerapar dan peningkatan sistem
manajemen mutu;

g. melakukan pemantauan,evaluasi dan membuat laporan
pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Sertifrkasi
dan Mutu Pangan;dan

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
UPf Pelatihan dan Penyuluhan pertanian

Pasal 12

(1) UPT Pelatihan dan Pen5ruluhan Pertanian mempunyai
tugas melaksanakan 5sfagian kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas
Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura dibidang
Pelatihan dan Pen5ruluhan Pertanian.

(21 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), UPI Pelatihan dan Penyuluhan pertanian
menyelenggarakan fungsi :

a. penyelenggaraan perencana€rn dan pelaksanaan
tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi pelatihan
dan Seksi Penlruluhan;

b. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam
rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada
Subbagian Tata Usaha, Subbagian Tata Usatra,
Seksi Pelatihan dan Seksi Penyuluhan;

c. penyelenggaraan dan pengembangan kompetensi,
penguatan kapasitas dan pembinaan pelaku
pertanian;

d. penyelenggaraan penyediaan bantuan pelatihan
pada lembaga pelatihan (Pusat Pelatihan Pertanian
dan Pedesaan Swadaya PaS));

e. penyelenggaraaan dan pengembangan lembaga
pen5ruluhan;

f. penyelenggaraan
pen5ruluhan;

dan fasilitasi pertanian

g. penyelenggaraa.n pengelolaan sistem informasi
manajemen pengembangan Sumber Daya Manusia
pertanian;

h. penyelenggaraan pengembangan standarisasi dan
sertifikasi Sumber Daya Manusia pertanian;
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i. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan dalam rangka penyelenggaraa.n tugas
pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pelatihan dan
Seksi Penyuluhan;

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala
Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Kepala UPT Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian
mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan
evaluasi pada Subbagian Tata Usalra, Seksi Pelatihan
dan Seksi Penyuluhan;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Kepala UPT Pelatihan dan Penyuluhan
Pertanian menyelenggarakan fungsi:
a. penJrusunan program kerja dan rencaraa operasional

pada UPT Pelatihan dan Penyr:luhan Pertanian;

b. penyelenggaraan pelaksaan koordinasi, fasilitasi dan
memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan
UPT Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian;

c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas
yang telah dilaksanakan dan dilaporkan kepada
Kepala Dinas; dan

d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan
Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 14

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

merenc€u:lakan program/kegiatan dan penganggaran
pada Subbagian Tata. Usaha;

membagr tugas, memberi pehrnjuk dan memeriksa hasil
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian
Tata Usaha;

c. melaksanakan koordinasi pen5rusunan
Operasional Prosedur;

mengagendakan dan mendistribusikan surat men5rurat;

melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian,
administrasi keuangan, penatausahaan dan pelayanan
masyarakat;

melaksanakan koordinasi pen5rusunan Analisa Jabatan,
Analisa Bebal Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan
pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;

melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;

melaksanakan pen5rusunan kebuhrhan, pemelihaxatn
sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan,
keamanan dan ketertiban kantor'

b.

Standar

d.

e.

g.

h.
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i. melaksanakan administrasi dan akomodasi bagi
penerima manfaat;

j. melaksanakan urusarr rrmah tangga dan
keprotokoleran UPT Pelatihan dan Penyuluhan
Pertanian;

k. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan
pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Tata
Usaha; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Kepala Seksi Pelatihan mempunyai tugas:

a. merenc€rnakan progran/kegiatan dan peng€mggaran
pada Seksi Pelatihan;

b. membagr tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pelatihan;

c. merumuskan kebutuhan prasarana dan sarana
dalamrangka mendukung Penyelenggaraan Pelatihan
pada Seksi Pelatihan;

d. melakukan penyelengg€rraEul pelatihan teknis,
fungsional dan profesi pertanian;

e. melakukan fasilitasi pelaksanaan Analisis Kebutuhan
Pelatihan dan Identifikasi Kebuhrhan. Pelatihan;

f. melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengembangan
dan pengawasan dalam instalasi pendidikan dan
pelatihan (Inkubator Agribisnis (IA), Lahan Praktek, dan
Laboratorirrm Pengolahan Hasil) ;

g. melakukan penumbuhan dan pengembangan lernbaga
pelatihan (Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan
Swadaya pas));

h. melakukan fasilitasi pengembangan standarisasi dan
serffikasi Sumber Daya Manusia pertanian;

i. melakukan fasilitasi penJrusunan paket pembelajaran
dan media pelatihan fungsional dan teknis pertanian;

j. melakukan fasilitasi evaluasi pasca pelatihan dan
bimbingan lanjutan pelatihan pertanian;

k. melakukan pengemb€rngEul sistem dan metoda, model
dan teknik pelatihan fungsional dan teknis pertanian;

l. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan
pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pelatihan;
dan

m. melaksanakan hrgas kedinasan lain yang diberikan
atasan sesuai tugas dan fungsinya.
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Pasal 16

Kepala Seksi Penyuluhan mempunyai tugas :

a. merencanakan program/kegiatan dan penganggar€rn
pada Seksi Penyuluhan;

b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Penyuluhan;

c. melakukan analisis kebutuhan teknis penSruluhan;

d. melakukan penyiapan bahan penJrusunan dan
pengelolaan database penyuluhan pertanian;

e. melakukan penylapan bahan fasilitasi, penilaian dan
pemberian penglrargaan pada pelaku utama dan pelaku
usaha;

f. melakukan pen5rusunan materi, bahan informasi, media
dan pengembangan metodologr penyuluhan pertanian
dalam rangka pengembangan kompetensi kerja
penyuluh pertanian;

g. melalnrkan penyiapan bahan pengembangan dan
pengelolaal sistem manajemen informasi penyuluhan
pertanian;

h. melakukan penJrusunan program penyuluhan
pertanian;

i. melakukan pembinaan kelembagaan penyuluhan
pertanian;

j. melalrukan kerjasama dan pemberian konsultasi
dibidang pertanian;

k. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat
laporan pelaksanaan hrgas dan kegiatan pada Seksi
Pen5ruluhan; dan

1. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
UPf Perbenihan dan Sertifikasi Benlh Tanaman Pangan

dan Ifortlkultura

Pasal 17

(1) UPT Perbenihan dan Sertifrkasi Benih Tanaman Pangan
dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan
sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan
teknis penunjang Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan
Hortikultura dibidang Perbenihan dan Sertifikasi Benih
Tanaman Pangan dan Hortikultura.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), UPT Perbenihan dan Sertifrkasi Benih
Tanaman Pangan dan Hortikulhrra menyelenggarakan
fungsi:



(1)

(21
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a. penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan
tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi produksi
Benih dan Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih;

b. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam
rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada
Subbagian Tata Usatra, Seksi Produksi Benih dan
Seksi Pengawasan dan Sertifrkasi Benih;

c. penyelenggaraan pembinaan teknis kegiatan,
pembinaan dan penumbuhan penangkar benih,
serta pengembangan teknologi perbanyakan benih;

d. penyelenggaraan pemeliharaan benih sumber,
koleksi dan pemeliharaan plasma nutfah;

e. penyelenggaraan pemberian pelayanan sertifikasi
benih tanaman pangan dan hortikultura;

f. penyelenggara€m pengawasan terhadap mutu benih
tanaman pangan dan hortikultura yang beredar,
melakukan pengecekan mutu benih, dan memonitor
data stock dan penyaluran benih tanaman pangan
dan hortikulhrra pada produsen dan pedagang
benih;

g. penyelenggara€rn pemantauan, evaluasi dan
pelaporan ddam rangka penyelenggaraan tugas
pada Subbagian Tata Usaha, Seksi produksi Benih
dan Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih;

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas
terkait tugas dan fungsinya.

Pasd 18

Kepala UPT Perbenihan dan Sertifikasi Benih Tanaman
Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melakukan
koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Tata
Usaha, Seksi Produksi Benih dan Seksi pengawasan
dan Sertifikasi Benih;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (l) Kepala UPT Perbenihan dan Sertifrkasi
Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
menyelenggarakan fungsi :

a. penJrusunan program kerja dan renczrna operasional
pada UPT Perbenihan dan Sertifrkasi Benih
Tanaman Pangan dal Hortikultura;

b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi
dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di
lingkungan UPT Perbenihan dan Sertifrkasi Benih
Tanaman Pangan dan Hortikultura;

c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas
yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas; dan

d. pelaksapaan tugas kedinasan lain yang diberikan
Kepda Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
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Pasal 19

Kepala Subbagian Tata. Usaha mempunyai tugas :

a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran
pada Subbagian Tata Usaha;

b. membog tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian
Tata Usaha;

c. melaksanakan koordinasi pen5rusun€rn Standar
Operasional Prosedur;

d. mengagendakan dan mendistribusikan surat men5rurat;

e. melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian,
admnistrasi keuangan, penatausahaan dan pelayanan
masyarakat;

f. melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan,
Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan
pegawai, standar kompetensi dan evaluasi jabatan;

g. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dolmmentasi;

h. melaksanakan pen5rusunan kebuhrhan,' pemetharaarr
sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan,
keamanan dan ketertiban kantor;

i. melaksanakan administrasi bagi penerima manfaat;
j. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan

pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Tata
Usaha; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasaf 2()

Kepala Seksi Produksi Benih mempunyai tugas :

a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran
pada Seksi Produksi Benih;

b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Produksi Benih;

c. melaksanakan produksi benih;

d. meL;aksanakara pembinaan dan penumbuhan penangkar
benih;

e. melaksanakan demonstrasi dan sosialisasi benih unggul
bermutu;

f. melaksanakan pengembangan teknologi perbanyakan
benih;

g. melaksanakan kegiatan pemeliharaan benih sumber;

h. melaksanakan kegiatan koleksi dan pemeliharaan
plasma nutfah;
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i. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan
pelaksanaan tugas dan kegiatan pada seksi produksi
Benih; dan

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 21

Kepala Seksi Pengawasan dan sertifikasi Benih mempunyai
tugas:

a. merencanakan program/kegiatan dan penganggar€ul
pada Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih;

b. membagr tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil
pelaksanaan tugas bawatran di lingkungan Seksi
Pengawasan dan Sertifikasi Benih;

c. melaksanakan pengawasan dan sertifikasi benih;
d. melaksanakan perencanaan teknis di Seksi

Pengawasan dan Sertihkasi Benih;
e. melaksanakan fasilitasi pengujian daya adaptasi garur

(calon varietas unggut) tanaman pangan dan
hortikultura semusim, observasi calon pohon/rumpun
induk buah-buahan unggul dan pengujian kebenaran
varietas dalam rangka persiapan pelepasan varietas
atau pendaftaran calon varietas unggul baru;

f- melaksanakan fasilitasi determinasi/penilaian terhadap
pohon/rumpun induk tanaman sebagai sumber mata
tempel (entres) untuk perbanyakan benih tanaman;

g. melaksanakan pelayanan sertifikasi benih tanaman
pangan dan hortikr-rltura;

h. memfasilitasi kegiatan pengawas€rn mutu benih
tanr,amant pal:gar: dan hortikultura, melakukan
pengecekan mutu benih, dan memonitor data stock dan
penyaluran benih tanaman pangan dan hortikultura
pada produsen dan pedagang benih;

i. melaksanakan operasional pelayanan pengujian mutu
benih;

j. melaksanakan inventarisasi dan pembinaan terhadap
produsen dan pedagang benih tanaman pangan dan
hortikultura;

k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan membuat
laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi
Pengawasan dan Sertifikasi Benih;

1- melaksanakan tugas kedinasan lain yalg diberikan
atasan sesuai dengan trrgas dan fungsinya.
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Bagian Keempat
UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal22

(1) UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortilmltura
mempunyai tugas melaksanakan ssfagran kegiatan
teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang
Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
dibidang Perlindungan Tanaman Pangan dan
Hortikultura.

(21 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan
Hortikultura menyelenggarakan fungsi :

penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan
tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi
Perlindungan Tanaman dan Seksi Pengujian hrpuk,
Pestisida dan Identifrkasi Organisme Pengganggu
Tumbuhan;

penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam
rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada
Subbagian Tata Usaha, Seksi Perlindungan
Tanaman dan Seksi Pengujian Pupuk, Pestisida dan
Identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan;
penyelenggaraan kegiatan teknis perlindungan
tanaman pangan dan hortikulhrra;

d. penyelenggaraan pengamatan, peramalan,
inventarisasi dan pengendalian Organisme
Pengganggu T\rmbuhan (OPT), penanganan Dampak
Perubahan klim (DPI) serta pengembangan metode
pengamatan dan peramalan organisme pengganggu
tumbuhan spesifik lokasi;

penyelenggaraan pelayanan, pengembangan teknik
dan metoda pengujian pupuk, mutu formulasi dan
residu pestisida serta identifikasi organisme
pengganggu tumbuhan;

penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja pada
Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
penyelenggaraan koordinasi dengan pemerintah
Kabupaten/Kota terkait dengan perlindungan
tanaman pangarl dan hortikulhrra;

penyelenggaraan pembinaan dan peningkatan
kapasitas kelembagaan perlindungan tanaman
pangan dan hortikultura;
penyelengg€rraan pelayanan masyarakat terkait
dengan perlindungan tanaman pangan dan
hortikultura;
penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas
pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Perlindungan
Tanaman dan Seksi Pengujian Rrpuk, Pestisida dan
Identifikasi Organisme Pengganggu Tlrmbuhan; dan

a.

b.

c.

h.

1

J
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k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala
Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Pasal 23

(1) Kepala UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan
Hortikultura melakukan koordinasi, fasilitasi dan
evaluasi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi
Perlindungan Tanaman dan Seksi Pengujian Pupuk,
Pestisida dan Identifikasi Organisme Pengganggu
Tumbuhan.

(21 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Kepala UPT Perlindungan Tanaman
Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi :

a. penJrusunan program kerja dan rencana operasional
pada UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan
Hortikultura;

b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi
dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di
lingkungan UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan
Hortikultura;

c. penyelenggaraarL pemantauan, evaluasi dan
membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan
tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas;
dan

d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan
Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 24

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran
pada Subbagian Tata Usaha;

b. membag tugas, memberi petrrnjuk dan memeriksa hasil
pelaksanaan tugas bawatran di lingkungan Subbagian
Tata Usaha;

c. melaksanakan koordinasi penJrusunan
Operasional Prosedur;

Standar

d. mengagendakan dan mendistribusikan surat men5rurat;

e. melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian,
administrasi keuangan, penatausahaan dan pelayanan
masyarakat;

f. melaksanakan koordinasi pen5rusunan Analisa Jabatan,
Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan
pegawai, standar kompetensi, dan eva,luasi jabatan;

g. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;

h. melaksanakan pen5^rsunan kebutuhan, pemeliharaan
sara.na dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan,
keamanan dan ketertiban kantor;

i. melaksanakan administrasi bagi penerima manfaat;
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j. melakukan pemantauan, evaluasi danmembuat laporan
pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Tata
Usaha; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 25

Kepala Seksi Perlindungan Tanaman mempunyai tugas:

a. merencanakan program/kegiatan dan peng€rnggaran
pada Seksi Perlindungan Tanamal;

b. membagi tugas, memberi pehrnjuk dan merneriksa hasil
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Perlindungan Tanaman;

c. melaksanakan koordinasi perlindungzrn tanaman;

d- melaksanakan perencanaan teknis di bidang
pengamatan, peramalan, dan pengendalian Organisme
Pengganggu T\rmbuhan (OPT), dan Dampak Perubatran
Iklim (DPI);

e. melaksanakan pengamatan, peramalan, inventarisasi
dan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan
(OPT), Dampak Perubahan Iklim(DPI) serta
pengembangan metode pengamatan dan peramalan
organisme pengganggu hrmbuhan spesifrk lokasi;

f. melaksanakan pembinaan dan peningkatan kapasitas
kelembagaan perlindungan tanaman pangan dan
hortikulhrra;

g. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat
laporan pelaksanaan hrgas dan kegiatan pada Seksi
Perlindungan Tanaman; dan

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 26

Kepala Seksi Pengujian Pupuk, Pestisida dan Identifikasi
Organisme Pengganggu Tumbuhan mempunyai tugas:

a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran
pada Seksi Pengujian Pupuk, Pestisida dan Identifrkasi
Organisme Pengganggu Tumbuhan;

b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pengujian Pupuk, Pestisida dan Identifikasi Organisme
Pengganggu Tumbuhan;

c. melaksanakan perencanaan teknis di Seksi Pengujian
Pupuk, Pestisida dan Identifrkasi Organisme
Pengganggu T\rmbuhal;

d. melaksanakan pelayanan pengujian pupuk, muhr
formulasi dan residu pestisida serta identifikasi
organisme pengganggu tumbuhan;



e.

f.

h.
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melaksanakan pengembangan teknik dan metode
pengujian pupuk, mutu formulasi dan residu pestisida
serta identihkasi organisme pengganggu tumbuhan;

melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi
pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;

melaksanakan sunteillance orga:risme pengganggu
tumbuhan, eksplorasi serta pengembangan Agensia
Pengendali Hayati dan Pestisida Nabati;

melaksanakan penJrusun€u1 daftar organisme
pengganggu tumbuhan (Pest List);

melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat
laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi
Pengujian hrpuk, Pestisida dan Identifikasi Organisme
Pengganggu T[mbuhan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
atasan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB V
TATA XER.'A

Pasc^l27

UPT dalam melaksanakan urusan yang menjadi
kewenangannya, berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

UPT dalam melaksanakan tugas dan fungsi
berkoordinasi sesuai dengan kedekatan fungsi
koordinasi dengan Perangkat Daerah dilingkungan
Pemerintah Provinsi maupun pihak-pihak terkait.

Untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas
dan fungsi, dalam pengusulan program dan kegiatan,
UPT memperhatikan fungsi-fungsi pada masing-masing
Perangkat Daerah yang mempunyai kesamaan
nomenklatur dan fungsinya.

Ttrgas dan fungsi UPT dilaksanakan oleh Pejabat
Administrator (eselon III.b) dan Pejabat Pengawas
(eselon IV.a), Pejabat Fungsional dan Pelaksana.

UPT dalam melaksanakan tugas, fi'rngsi dan
pertanggung jawaban dilakukan secara berjenjang
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjelaskan T\rgas dan fungsinya, UPT
menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintalean
yang baik, sesuai dengan ketentrran peraturan
perundang-undangan.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN T'UNGSIONAL

Pasal 28

(1) Untuk menunjang pelakanaan tugas dan fungsi Uff,
dapat mengangkat kelompok jabatan fungsional sesuai
dengan keahlian, profesi, keterampilan dan spesialisasi
yang dibutuhkan.
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(2) Pengangkatan kelompok jabatan fungsional sebagai
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Gubernur.

(3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah
tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan
berdasarkan eraturan perundang-undangan.

(4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional
senior yang ditunjuk. 

(5) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (71 ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban
kerja.

(6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undang

(7) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PTNGAITGKATAIT DAN PEMBERIIEITTIAN DAI,A}I

JABATAN

Pasal 29

(1) Kepala uPr diangkat dan di berhentikan oleh Gubernur
dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat
sesuai kententuan peratrrran peranndang -undangan.

(21 Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan kelompok jabatan
fungsional diangkat dan di berhentikan oleh Gubenur
dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat
sesuai ketentuan peraturan pemndang -undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 3()

segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan peraturan
Gubernur ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

BAB DX
KETEITTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:
a. Peraturan Gubernur Riau Nomor 71 Tahun 2OIT tentang

Pembentukan Unit Pelaksala Teknis pada Dinas
Tanaman Pangan, Hortikultura dan perkebunan provinsi
Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tatrun 2OIT Nomor
75); dan
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b. Peraturan Gubernur Riau Nomor 82 Tahun 2oLT tentang
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas
Ketahanan Pangan Provinsi Riau (Berita Daerah provinsi
Riau Tahun 2Ol7 Nomor 86).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap or€rng mengetatruinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita DaerahProvinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 

GUBERNVRRILAV,

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal

PROVINSI RIAU

JAYA

BERITA ROVINSI RIAU TAIIITN 2O2O NOMOR: 
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BAGAN ORGAIYISASI
UPT PENGAWASN{ MUTU DAN
KEAMAI{AN PANGAN

LAMPIRAN I : PERATURAN GTJBERNUR RIAU
NOMOR :
TANGGA
TENTANG
PEMBENTUKAN T]NIT
PELAKSANA TEKNIS PADA
DINAS PANGAN, TANAMAN
PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI RIAU,

KEPALA UPT
PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN

PANGAN

SUBBAGIAN TATA
USAIIA

SEKSI
PENGAWASAN DAN PELAYANAN

TEKNIS

SEKSI
SERTIFIKASI DAN MUTU PANGAN

KELOMPOK JABATAN FIJNGISONAL

GUBERNUR RIAU, 
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BAGAI{ ORGAMSASI
UPT PDLATIHAN DAN PENN'LUHAN PERTANIAN

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR :
TANGGAL
TENTANG
PEMBENTUKAN L]NIT
PELAKSANA TEKNIS PADA
DINAS PANGAN, TANAMAN
PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI RIAU.

KEPALA UPT
PELATIHAN DAN PENYULUHAN

PERTANIAN

SUBBAGIAN TATA
USAHA

SEKSI
PELATIHAN

SEKSI
PENYULUHAN

KELOMPOKJABATAN FUNG

GUBERNURHIAU,f
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BAGAIV ORGANISASI
UPT PERBENIHAN DAN SERTIFIKASI BEMH
TANAMAN PANGAI{ DAI{ HORTIKT'LTURA LAMPIRAN III : PERATURAN GI.JBERNUR RIAU

NOMOR 
TANGGAL 
TENTANG
PEMBENTUKAN IJMT
PELAKSANA TEKNIS PADA
DINAS PANGAN, TANAMAN
PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI RIAU.

KEPALA UPT
PERBENIHAN DAN SERTIFIKASI BENIH

TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

SUBBAGIAN TATA
USAIIA

SEKSI
PRODUKSI BENIH

SEKSI
PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI

BENIH

KELOMPOK JABATAN FUNGISONAL

GUBERNURF'jTAV

svrvrsuAR
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BAGAN ORGANISASI
UPT PERI,INDT'NGAI{ TAI{AI{AN
PAtr{GAIT DAIT HORTIKT'LTURA

LAMPIRAN IV: PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 
TANGGA
TENTANE- 
PEMBENTUKAN PELAKSANA
TEKNIS PADA DINAS PANGAN,
TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA PROVINSI RIAU.

KEPALA UPT
PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN

HORTIKULTURA

SUBBAGIAN TATA
USAIIA

SEKSI
PERLINDUNGAN TANAMAN

SEKSI
PENGUJIAN PUPUK, PESTISIDA

DAN IDENTIFIKASI ORGANISME
PENGGANGGU TUMBUHAN

KELOMPOK JABATAN FUNGISONAL

GuBERNURF{LA

svmrsuAR
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Typewritten text
42 Tahun 2020
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